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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja 

(RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 

Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Maluku ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang 

tercapainya Visi dan Misi Provinsi Maluku serta target dan Sasaran Pembangunan 

yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024. Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu 

Indikatif didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku 

ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

dalam rangka pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Maluku Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang 

merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih 

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, disamping  juga menjadi 

bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang lalu. 

Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjadi wujud 

pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Maluku dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Strategis Dinas 

 

Ambon, 27 Maret 2023 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Maluku, 
          

       

 

     

            

             

DR. MUHAMAT MARASABESSY, ST, M.Tech 

Pembina Utama Muda - IV/c 

NIP. 19671104 199803 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) 

tahun. Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk 

menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) 

tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang 

dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih  

operasional. 

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan 

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai 

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra 

OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala 

Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara 

terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan 

program/kegiatan yang akan dibiayai APBD. 

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran 

strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya 

dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh 

kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja 

OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, 

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan 

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, 
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proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan 

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. 

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, 

orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan 

data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang 

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen  Renja OPD yang definitif. 

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka 

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan 

rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan 

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap 

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan 

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Adapun yang menjadi Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2022 

Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1617); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 
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6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- undangan; 

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 

11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 



 
 

 

 6 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang 

Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

26. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033(Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran 

Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 

Tahun 2019-2024. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1   Maksud 
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Untuk memberikan arahan dan acuan dalam penanganan dan pelaksanaan 

untuk mencapai target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dan 

penataan ruang Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun 

kegagalan yang akan menjadi bahan evaluasi di tahun yang akan datang. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Maluku adalah sebagai tolak ukur dalam melakukan Evaluasi Kinerja 

Tahunan serta Menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 

Sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk memahami dan 

monitoring arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan. 

  

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum 

penyusunan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta 

sistematika Renja Tahun 2023. 

 

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

2022 

Bab ini memuat : 

A.  Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 berdasarkan 

data LKPJ/LPPD/LKJIP. perkiraan capaian tahun berjalan (2022), 

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya  pada waktu 

penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan 

dengan capaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program 

dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. 

B. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan/atau 

indikator kinerja kunci (diambil dari IKU daerah dan IKU OPD) 
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serta capaian kinerja urusan yang diampu oleh OPD (opsional bagi 

OPD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada 

Narasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 bahan Musrenbang 

RKPD Provinsi Maluku). 

C. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang 

berisikan tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi 

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya 

terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan 

peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu 

penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk 

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas 

tahun yang direncanakan. 

D. Review usulan program dan kegiatan OPD yang berisikan uraian 

mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan 

analisis kebutuhan (renstra) dengan menyajikan table T-C. 31 sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penjelasan 

mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-

temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap 

perbedaan dengan rancangan awal RKPD. 

E. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil 

kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-

asosiasi, maupun pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil 

reses di kabupaten/kota. 

 

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaran tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra OPD 

B. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor 

yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan 



 
 

 

 9 

kegiatan misal (pencapaian visi dan misi kepala daerah (pencapaian 

IKU daerah), Pencapaian SDG’s, Pengentasan kemiskinan, 

Pencapaian IKU perangkat daerah, Pendayagunaan potensi ekonomi 

daerah, Pengembangan kewilayahan). Uraian garis besar mengenai 

rekapitulasi program dan kegiatan antara lain (Jumlah program dan 

kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total 

kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber 

pendanaannya. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANA RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU 

 DAN CAPAIAN RENSTRA 2019-2024 

 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD 

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 ditujukan untuk  

mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, 

mengidentifikasi Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan, serta 

hambatan permasalahan yang dihadapi. 

Jenis Program d an Kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku terkait dengan kewenangan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 

urusan wajib dan 8 (delapan) urusanpilihan. 
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Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s/d Tahun 2022 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Maluku 

 
 

 

 

 
 

 

 
Kode 

 

 
 

 

 

 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan 

 

 
 

 

 

 

Indikator Kinerja 

Program 

(outcomes)/ 

Kegiatan 

(output) 

 
 

 

 
 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 2022 

 
 

 

 
 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2021 

 

 

Target dan Realisasi Kinerja Program 

dan Kegiatan Tahun 2022 

 

 

 

 

 

Target 

progra

m dan 

kegiata

n 

(Renja 

Perang

kat 

Daerah 

Tahun 

2023) 

 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun berjalan 

 
 

 

Target 

Renja 

Perangka

t Daerah 

Tahun 

2022 

 

 

 

Realisasi 

Renja 

Perangka

t Daerah 

Tahun 

2022 

 

 

 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

 

 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(Tahun 2023) 

 

 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8 = ( 7 / 6 

) 
9 

10 = ( 5 + 7 + 9 

) 
11 = ( 10 / 4 ) 

1      

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

         

1 03     

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

         

1 03 01    
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

         

1 03 01 1 01  

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 

Daerah 

         

1 03 01 1 01 01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 
2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 4 Dokumen 2.00 

1 03 01 1 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 dokumen 1.67 

1 03 01 1 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 dokumen 3.00 
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Kinerja Perangkat Daerah 

1 03 01 1 02  Administrasii Keuangan Perangkat Daerah          

1 03 01 1 02 03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

         

1 03 01 1 03  Administarsi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

         

1 03 01 1 03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 dokumen 3.00 

1 03 01 1 05  
Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

         

 

1 
 

03 
 

01 
 

1 
 

05 
 

03 

 

Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan 
dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

 

1 Dokumen 

 

1 Dokumen 

 

1 Dokumen 

 

1 Dokumen 

 

100% 
 

1 Dokumen 

 

3 Dokumen 

 

3.00 

 

1 
 

03 
 

01 
 

1 
 

05 
 

09 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

 
25 Orang 

 

24 Orang 
 

25 Orang 
 

25 Orang 

 

100% 
 

19 Orang 
 

68 Orang 

 

2.72 

1 03 01 1 06  Administrasi Umum Perangkat Daerah     -     

 

1 
 

03 
 

01 
 

1 
 

06 
 

01 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

 
27 Komponen 

Listrik 

 

3 Laporan 

 
27 Komponen 

Listrik 

 
27 Komponen 

Listrik 

 

100% 
 

3 Laporan 

6 Laporan, 27 

Komponen 
Listrik 

 

1.00 

 

1 
 

03 
 

01 
 

1 
 

06 
 

01 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

 
5 Komponen 

 

5 Laporan 
 

5 Komponen 
 

5 Komponen 

 

100% 
 

5 Laporan 
 

15 komponen 

 

3.00 

1 03 01 1 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 60 Jenis 1 Paket 60 Jenis 60 Jenis 100% 1 Paket 2 Paket, 60 Jenis 1.00 

1 03 01 1 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 30 jenis 1 Paket 30 jenis 30 jenis 100% 1 Paket 2 Paket, 30 Jenis 1.00 

1 03 01 1 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 
12 Dokumen 57 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 50% 

20 
Dokumen 

83 Dokumen 6.92 

1 03 01 1 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 
5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 15 Dokumen 3.00 
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Maluku 

 

 

 

 
No Kode 

 

 
Sub Kegiatan 

 

 
Indikator 

 
Target Kinerja Capaian 
Program Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 
Renstra 

 

Realisasi Kegiatan 
2021 

 

Target Kinerja 
Capaian Program 

2022 

 

Realisasi SKPD Tahun 
2022 

 

Tingkat Capaian 
2022 (%) 

 

Realisasi Kinerja 
s/d Tahun 2021 

 

Tingkat 
Capaian (%) 

Keluaran Rp Keluaran Rp Keluaran Rp Keluaran Rp Keluaran Rp 
Keluar

an 
Rp 

Keluar
an 

Rp 

2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 10 = 6+8 11 = 10/5 

     

 
URUSAN 

PEMERINTAHA
N WAJIB YANG 

BERKAITAN 
DENGAN 

PELAYANAN 
DASAR 

               

 
03 

    

 
URUSAN 

PEMERINTAHA
N BIDANG 

PEKERJAAN 
UMUM DAN 
PENATAAN 

RUANG 

               

 
03 

 
01 

   

 
PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHA
N DAERAH 
PROVINSI 

               

 
03 

 
01 

 
1 

 
01 

 

 
Perencanaan, 

Penganggaran, 
dan Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 
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Daerah 

 
03 

 
01 

 
1 

 
01 

 
01 

 
Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

 
Jumlah 

Dokumen 
Perencanaa
n Perangkat 

Daerah 

 
5 

Dokumen 

 
2,880,179,855 

 
1 

Dokumen 

 
286,299,930 

 
2 

Dokumen 

 
495,345,150 

 
2 

Dokumen 

 
451,299,646 

 
1 

Dokumen 

 
57.80 

 
2 

 
737,599,576 

 
0.4 

 
0.26 

 
03 

 
01 

 
1 

 
01 

 
07 

 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

 
Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

 
5 Laporan 

 
3,689,291,184 

 
1 

Dokumen 

 
453,444,656 

 
3 

Dokumen 

 
798,815,104 

 
3 

Dokumen 

 
777,894,156 

 
1 

Dokumen 

 
56.76 

 
4 

 
1,231,338,812 

 
0.8 

 
0.33 

 
 

01 
 
1 

 
01 

 
07 

 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

 
Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

    
 
1 

Dokumen 

 
 
1 

Dokumen 

 
143,208,468 

 
1 

Dokumen 
 

 
1 

 
143,208,468 

  

 
03 

 
01 

 
1 

 
03 

 

 
Administarsi 
Barang Milik 
Daerah pada 

Perangkat 
Daerah 

               

 
03 

 
01 

 
1 

 
03 

 
06 

 
Penatausahaan 

Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD 

 
Jumlah 
Laporan 

Penatausah
aan Barang 
Milik Daerah 
pada SKPD 

 
5 Laporan 

 
1,746,756,284 

 
1 Laporan 

 
293,807,350 

 
1 Laporan 

 
367,608,553 

 
1 

Laporan 

 
197,614,700 

 
1 

Laporan 

 
79.92 

 
2 

 
491,422,050 

 
0.4 

 
0.28 

 
03 

 
01 

 
1 

 
05 

 

 
Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat 
Daerah 

               

 
03 

 
01 

 
1 

 
05 

 
03 

 
Pendataan dan 

Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

 

Jumlah 
Dokumen 
Pendataan 

dan 

 
4 

Dokumen 

 
847,665,215 

 
1 

Dokumen 

 
210,835,872 

 
1 

Dokumen 

 
199,655,675 

 
1 

Dokumen 

 
183,629,578 

 
1 

Dokumen 

 
105.60 

 
2 

 
394,465,450 

 
0.5 

 
0.47 
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Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

 
03 

 
01 

 
1 

 
05 

 
09 

 
Pendidikan dan 

Pelatihan 
Pegawai 

Berdasarkan 
Tugas dan 

Fungsi 

Jumlah 
Pegawai 

Berdasarkan 
Tugas dan 

Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan 

dan 
Pelatihan 

 
93 Orang 

 
1,559,152,400 

 
24 Orang 

 
378,430,420 

 
25 Orang 

 
294,437,605 

 
25 Orang 

 
509,174,344 

 
1 Orang 

 
128.53 

 
49 

 
887,604,764 

 
0.53 

 
0.57 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 

 
Administrasi 

Umum 
Perangkat 

Daerah 

               

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
01 

 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Peneranga
n Bangunan 

Kantor 

Jumlah 
Paket 

Komponen 
Instalasi 

Listrik/Pener
angan 

Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

 
15 

Kompone
n Listrik 

 
941,501,000 

 
27 

Komponen 
Listrik 

 
145,362,700 

 
27 

Kompone
n Listrik 

 
100,000,000 

 
27 

Kompone
n Listrik 

 
81,033,700 

 
1 

Kompone
n Listrik 

145.36 
 

54 
 

226,396,400 
 

3.60 
 

0.24 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
01 

 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Peneranga
n Bangunan 

Kantor 

Jumlah 
Paket 

Komponen 
Instalasi 

Listrik/Pener
angan 

Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

 
20 

Kompone
n 

 
28,200,060 

 
5 

Komponen 

 
5,705,700 

 
5 

Kompone
n 

 

 
5 

Kompone
n 

 
6,714,300 

 
1 

Kompone
n 

 
 

10 
 

12,420,000 
 

0.5 
 

0.44 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
04 

 
Penyediaan 

Bahan Logistik 
Kantor 

 
Jumlah 

Paket Bahan 
Logistik 

Kantor yang 
Disediakan 

 
5 paket 

 
757,733,240 

 
1 Paket 

 
199,536,000 

 
60 Jenis 

 
108,911,900 

 
60 Jenis 

 
108,909,150 

 
1 Jenis 

183.21  
 

308,445,150 
 

 
0.41 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
04 

 
Penyediaan 

Bahan Logistik 
Kantor 

 
Jumlah 

Paket Bahan 
Logistik 

 
5 paket 

 
314,017,106 

 
1 Paket 

 
107,400,141 

 
30 jenis 

 
 

30 jenis 

 
58,917,134 

 
1 Jenis 

  
 

166,317,275 
 

 
0.53 
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Kantor yang 
Disediakan 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
05 

 
Penyediaan 

Barang Cetakan 
dan 

Penggandaan 

 
Jumlah 
Paket 

Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa

n yang 
Disediakan 

 
153 

Dokumen 

 
600,929,800 

 
57 

Dokumen 

 
41,584,200 

 
12 

Dokumen 

 
100,000,150 

 
6 

Dokumen 

 
59,210,100 

 41.58 
 

63 
 

100,794,300 
 

0.41 
 

0.17 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
05 

 
Penyediaan 

Barang Cetakan 
dan 

Penggandaan 

 
Jumlah 
Paket 

Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa

n yang 
Disediakan 

 
16 

Dokumen 

 
39,934,000 

 
5 

Dokumen 

 
2,999,900 

 
5 

Dokumen 

 
 
5 

Dokumen 

 
9,740,000 

 
1 

Dokumen 
 

 
10 

 
12,739,900 

 
0.6
25 

 
0.32 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
08 

 
Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

 
Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu 

 
179 

Laporan 

 
472,832,300 

 
40 Laporan 

 
57,988,500 

 
1.197 
Tamu 

 
100,033,000 

 
554 tamu 

 
57,475,500 

 
 

57.97 
 

 
115,464,000 

 
 

0.24 
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2.2.  Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 

 

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tergambar 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 1 : Indikator dan Target Kinerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku 

 

 

NO INDIKATOR 
SPM/STANDAR 

NASIONAL 
IKK 

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH 
REALISASI 

CAPAIAN TAHUN 
2021 

PROYEKSI 

CATATAN 
ANALISIS 

TAHUN 
2021 

TAHUN 
2022 

TAHUN 
2023 

TAHUN 
2024 

TAHU
N 2021 

TAHUN 
2022 

TAHUN 
2023 

TAHUN 
2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Rasio luas kawasan pemukiman rawan 
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 
pengendalian banjir     

  98.22% 64.82% 68.07% 
57.06

% 
2.95% 64.82% 68.07% 

  

2 

Rasio luas kawasan permukiman 
sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan 
akresi yang terlindungi oleh infrastruktur 
pengamanpantai di WS Kewenangan 
provinsi     

  60,963 64,01 67,21 58,06 12.99% 64.01% 67.21% 

  

3 
Rasio luas daerah irigasi kewenangan 
provinsi yang dilayani oleh jaringan 
irigasi     

  44,38 48,82 53,70 42,27 25% 48.82% 53.70% 
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4 

Persentase kapasitas yang dapat 
terlayani melalui penyaluran air minum 
curah lintas kabupaten/kota terhadap 
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang 
memerlukan pelayanan air minum curah 
lintas kabupaten/kota 

    

  10,75 10,8 10,85 10,7 75% 11% 11% 

  

5 
Rasio pelayanan pengolahan limbah 
domestik oleh SPAL Regional     

  0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% 
  

6 Rasio kemantapan Jalan       64,58 66,58% 70,59 61,37 55.88% 66.58% 70.59%   

7 

Rasio tenaga kerja konstruksi yang 
terlatih di wilayah provinsi yang 
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 
ahli     

  12 18 20 6 69% 18% 20% 

  

8 Akses sanitasi layak       71,25 72,34 73,44 70,84   72.34% 73.44%   

9 Akses air minum layak       81,23 82,03 82,13 80,53   82.13% 82.13%   

10 Luas layanan irigasi       10.095 8.77 8.77 10.095   8.77% 8.77%   

11 Tingkat kesesuaian perencanaan tata ruang 
pusat, provinsi dan kabupaten/kota       

80,3 88,33 97,16 73 
  

88.33% 97.16% 
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku 

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dimiliki oleh dinas pupr provinsi Maluku dengan menggunakan 

metode analisis SWOT, guna mengukur capaian kienrja dan analisis lingkugan 

strategis, maka didapatkan beberapa permasalahan umum OPD sebagai berikut 

: 

1.  Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;  

2.  Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;  

3.  Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang 

berkelanjutan;  

4.  Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas 

wilayah;  

5.  Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam 

pembangunan ekonomi dan budaya; dan  

6.  Masih rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang 

mandiri dan  

kompetitif. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Maluku, dirumuskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut : 

1.  Rencana pembangunan Kanal Passo (Direktif Menteri PUPR);  

2. Dukungan terhadap pengembangan Kawasan Strategis RPJMN 

2020-2024:  

• Dukungan infrastruktur pengembangan Kawasan Perdesaan 

Prioritas Nasional (KPPN) Maluku Tengah  

•  Dukungan infrastruktur Kawasan PKSN Saumlaki  

•  Dukungan Infrastruktur pengembangan Kawasan  

Transmigrasi/Kawasan Perkotaan Baru Kobisonta di Kabupaten 

Maluku Tengah  

3.  Penguatan sistem perkotaan nasional PKN Ambon, PKW Masohi, 
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PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual, PKW Namlea, PKW 

Wahai, PKW Bula, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki dan PKSN Dobo 

melalui dukungan pengembangan infrastruktur;  

4.  Dukungan infrastruktur terhadap PSN (Proyek Strategis Nasional) 

lanjutan berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PR 0102 Mn/ 145 

Tahun 2020:  

• Penyelesaian dan tindak lanjut jaringan irigasi Bendungan Way 

Apu, Kab. Buru (Pembebasan Lahan)  

•  Penuntasan 7 Ruas Jalan Trans Maluku:  

- Ibra - Danar - Tetoat (P. Kei Kecil) = 97,76%  

- Kairatu – Piru – Taniwel - Lisabata - Saleman (P. Seram)  

- Laha – Alang – Wakasihu – Assilulu – Keitetu – Hitu – Morella 

- Liang (P. Ambon)  

- Haya – Tehoru – Laimu – Werinama - Kotabaru - Air Nanang 

(P. Seram) - Air Nanang – Masiwang – Wolu – Dawang – Bula (P. 

Seram)  

- Leksula - Namrole (P. Buru) - Tual – Ngadi – Tamedan - Ohoitu 

(P. Tual) 

5.  Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2021: 

• Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi Perikanan dan Fish 

Market Bertaraf Internasional - Pulau Ambon (Program 

Lumbung Ikan Nasional / LIN) 

• Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar dan 

Terdepan (3T) (P. Seram, P. Buru, P. Wetar, P. Moa, P. Babar, P. 

Selaru, P. Aru, dan P. Kei Besar) 

• Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak & Aman (90% Rumah 

Tangga) 

• Akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah) 
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan 

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat 

kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan 

kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. 

 

Kode 

Rancangan 

Awal RKPD 
Hasil Analisa Kebutuhan 

 
Catatan 

Penting 
 

Program/Kegiatan 
 

Lokasi 

 
Indikator 
Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja 

 
Pagu Indikatif 

 
Program/Kegiat

an 

 
Lokasi 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 
1 

      
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

    

 
231,295,797,102 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR 

    

 
231,295,797,102 

 

 

 
1 

 

 
03 

     
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

    

 
231,295,797,102 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG 

    

 
231,295,797,102 

 

 

1 

 

03 

 

01 

   
PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

    

10,206,861,544 
PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROVINSI 

    

10,206,861,544 

 

 
1 

 
03 

 
01 

 
1 

 
01 

 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

    
594,994,990 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

    
594,994,990 
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Perangkat Daerah Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
01 

 

 
1 

 

 
01 

 

 
01 

 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

 
 

2 Dokumen 

 

 
288,745,300 

 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

 

2 

Dokumen 

 

 
288,745,300 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

01 

 

07 

 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 

3 Dokumen 

 

218,949,690 

 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 
3 

Dokumen 

 

218,949,690 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

01 

 

07 

 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 

1 Dokumen 

 

87,300,000 

 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 
1 

Dokumen 

 

87,300,000 

 

1 03 01 1 02 
 Administrasii 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

   
117,960,000 

Administrasii 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

   
117,960,000 

 

 
1 

 
03 

 
01 

 
1 

 
02 

 
03 Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Provinsi 

Maluku 

   
117,960,000 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

 
Provinsi 
Maluku 

   
117,960,000 

 

 
1 

 
03 

 
01 

 
1 

 
03 

 
Administarsi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

    
98,199,700 

Administarsi 
Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah 

    
98,199,700 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
01 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
06 

 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada 

SKPD 

 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Penatausaha

an Barang 

Milik Daerah 

 
 

1 Laporan 

 

 
98,199,700 

 

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD 

 
 

1 Laporan 

 

 
98,199,700 
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pada SKPD 

1 03 01 1 05 
 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

   
96,643,900 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

   
96,643,900 

 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

01 

 
 

1 

 
 

05 

 
 

03 

 

 
Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian 

 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Dokumen 

Pendataan 

dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian 

 
 

1 Dokumen 

 
 

96,643,900 

 

 
Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Dokumen 

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian 

 

 
1 

Dokumen 

 
 

96,643,900 

 

 
 
 
1 

 
 
 

03 

 
 
 

01 

 
 
 
1 

 
 
 

05 

 
 
 

09 

 
 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi yang 

Mengikuti 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

 
 

 
25 Orang 

  

 
Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

 
 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi yang 

Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

 
 

 
25 Orang 

  

1 03 01 1 06 
 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

   
948,352,884 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

   
948,352,884 

 

 
 

 
1 

 
 

 
03 

 
 

 
01 

 
 

 
1 

 
 

 
06 

 
 

 
01 

 
 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

 

 
27 

Komponen 

Listrik 

 
 

 
45,012,500 

 

 
Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 
 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang 

an Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

 

 
27 

Komponen 

Listrik 

 
 

 
45,012,500 

 



 
 

 

 

24 

 
 

 
1 

 
 

 
03 

 
 

 
01 

 
 

 
1 

 
 

 
06 

 
 

 
01 

 
 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

 
 

5 

Komponen 

 
 

 
7,094,730 

 

 
Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 
 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang 

an Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

 
 

5 

Komponen 

 
 

 
7,094,730 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

04 

 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah Paket 

Bahan 

Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

 

60 Jenis 

 

23,676,554 

 
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

 

60 Jenis 

 

23,676,554 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

04 

 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah Paket 

Bahan 

Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

 

30 jenis 

 

49,925,200 

 
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

 

30 jenis 

 

49,925,200 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
01 

 

 
1 

 

 
06 

 

 
05 

 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

Disediakan 

 

12 

Dokumen 

 

 
28,500,000 

 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 

 

12 

Dokumen 

 

 
28,500,000 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
01 

 

 
1 

 

 
06 

 

 
05 

 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

Disediakan 

 
 

5 Dokumen 

 

 
9,740,000 

 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 

 

5 

Dokumen 

 

 
9,740,000 

 

1 03 01 1 06 08 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Provinsi 

Maluku 

 1.197 

Tamu 
50,019,000 Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 
Provinsi 
Maluku 

 1.197 

Tamu 
50,019,000 

 

 
1 

 
03 

 
01 

 
1 

 
06 

 
09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Provinsi 

Maluku 

  
60 Laporan 

 
345,252,000 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

 
Provinsi 
Maluku 

  
60 Laporan 

 
345,252,000 

 



 
 

 

 

25 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

11 

 
Pemerintah Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

 

1 Dokumen 

 

389,132,900 

 
Pemerintah Berbasis 

Elektronik pada 

SKPD 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

 
1 

Dokumen 

 

389,132,900 

 

 
1 

 
03 

 
01 

 
1 

 
07 

 Pengaadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

    
0 

Pengaadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

    
0 

 

 
1 

 
03 

 
01 

 
1 

 
07 

 
05 

 

Pengadaan Mebel Provinsi 

Maluku 

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan 

 

15 unit 

  

Pengadaan Mebel 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan 

 

15 unit 

  

 
 
 

1 

 
 
 

03 

 
 
 

01 

 
 
 

1 

 
 
 

07 

 
 
 

11 

 
 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan 

 
 
 

15 Unit 

  
 

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan 

 
 
 

15 Unit 

  

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 

 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    
7,710,020,000 Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

    
7,710,020,000 

 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

01 

 
 

1 

 
 

08 

 
 

02 

 

 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber 

Daya Air dan 

Listrik yang 

Disediakan 

 

2 

Sambunga n 

 
 

445,200,000 

 

 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

 

2 

Sambunga n 

 
 

445,200,000 

 



 
 

 

 

26 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

01 

 
 

1 

 
 

08 

 
 

02 

 

 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber 

Daya Air dan 

Listrik yang 

Disediakan 

 

1 

Sambunga n 

 
 

32,400,000 

 

 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

 

1 

Sambunga n 

 
 

32,400,000 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 

 

04 

 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

tenaga 

Pelayanan 

Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

 

200 Orang 

 

6,826,160,000 

 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah tenaga 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang Disediakan 

 

200 Orang 

 

6,826,160,000 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 

 

04 

 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

tenaga 

Pelayanan 

Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

 

18 Orang 

 

406,260,000 

 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah tenaga 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang Disediakan 

 

18 Orang 

 

406,260,000 

 

 
1 

 
03 

 
01 

 
1 

 
09 

 Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    
640,690,070 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

    
640,690,070 

 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
03 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
09 

 
 
 

 
01 

 
 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara 

dan 

dibayarkan 

Pajaknya 

 
 

 
15 Unit 

Roda 

Empat 

 
 
 

 
128,730,000 

 
 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya 

 
 

 
15 Unit 

Roda Empat 

 
 
 

 
128,730,000 

 



 
 

 

 

27 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
03 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
09 

 
 
 

 
02 

 
 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 

yang 

Dipelihara 

dan 

dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya 

 
 

 
4 Unit Roda 

Empat 

 
 
 

 
49,000,000 

 
 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

 
Jumlah 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

 
 

 
4 Unit Roda 

Empat 

 
 
 

 
49,000,000 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
01 

 

 
1 

 

 
09 

 

 
03 

 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar 

 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah Alat 

Besar yang 

Dipelihara 

dan 

dibayarkan 

Perizinannya 

 
 

4 Unit 

 

 
50,000,000 

 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Alat 

Besar yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Perizinannya 

 
 

4 Unit 

 

 
50,000,000 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

06 

 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya yang 

Dipelihara 

 

20 Unit 

 

24,680,000 

 
Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang Dipelihara 

 

20 Unit 

 

24,680,000 

 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

06 

 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya yang 

Dipelihara 

 

20 Unit 

 

58,280,070 

 
Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang Dipelihara 

 

20 Unit 

 

58,280,070 

 

 
 
 
1 

 
 
 

03 

 
 
 

01 

 
 
 
1 

 
 
 

09 

 
 
 

10 

 

 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya yang    

Dipelihara/Dir

ehab ilitasi 

 
 

 
1 Gedung 

 
 
 

330,000,000 

 

 
Pemeliharaan/Reha

bilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 
 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direh 

abilitasi 

 
 

 
1 Gedung 

 
 
 

330,000,000 

 



 
 

 

 

28 

 
1 

 
03 

 
02 

   
PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR 

(SDA) 

    
60,918,489,500 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

AIR (SDA) 

    
60,918,489,500 

 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

01 

 Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah 

Sungai Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

    

31,101,588,499 

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada Wilayah 

Sungai Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

    

31,101,588,499 

 

 
1 

 
03 

 
02 

 
1 

 
01 

 
09 

 
Pembangunan Tanggul 

Sungai 

Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Tanggul 

Sungai yang 

Dibangun 

 
1193,07 M 

 
16,861,778,899 

 
Pembangunan 
Tanggul Sungai 

 
Provinsi 
Maluku 

Panjang Tanggul 

Sungai yang 

Dibangun 

 
1193,07 M 

 
16,861,778,899 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
02 

 

 
1 

 

 
01 

 

 
10 

 

Pembangunan Bangunan 

Perkuatan Tebing 

 

Provinsi 

Maluku 

 
Panjang 

Bangunan 

Perkuatan 

Tebing yang 

Dibangun 

 

 
295 M 

 

 
170,000,000 

 

Pembangunan 

Bangunan Perkuatan 

Tebing 

 

 
Provinsi 
Maluku 

Panjang 

Bangunan 

Perkuatan 

Tebing yang 

Dibangun 

 

 
295 M 

 

 
170,000,000 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
02 

 

 
1 

 

 
01 

 

 
18 

 

Pembangunan Seawall 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

Lainnya 

 

Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Seawall dan 

Bangunan 

Pengaman 

Pantai 

Lainnya yang 

Dibangun 

 
 

7873,63 M 

 

 
14,069,809,600 

 
Pembangunan 

Seawall dan 

Bangunan 

Pengaman Pantai 

Lainnya 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Panjang Seawall 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

Lainnya yang 

Dibangun 

 
 

7873,63 M 

 

 
14,069,809,600 

 

 
 
 

1 

 
 
 

03 

 
 
 

02 

 
 
 

1 

 
 
 

01 

 
 
 

61 

 
 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan 

SDA Kewenangan 

Provinsi 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Kelembagaa

n 

Pengelolaan 

SDA 

Kewenangan 

Provinsi yang 

Dibina dan 

Diberdayaka

n 

 
 
 

3 Lembaga 

  
 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Pengelolaan SDA 

Kewenangan 

Provinsi 

 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Kelembagaan 

Pengelolaan SDA 

Kewenangan 

Provinsi yang 

Dibina dan 

Diberdayakan 

 
 
 

3 Lembaga 

  

1 03 02 1 01 
 

Operasi dan 
Provinsi 

Maluku 

 
120 Meter 

 Operasi dan 

Pemeliharaan 
Provinsi 

 
120 Meter 

  



 
 

 

 

29 

Pemeliharaan Sungai Sungai Maluku 

 
 

 
1 

 
 

 
03 

 
 

 
02 

 
 

 
1 

 
 

 
02 

 
Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan 

Sekunder pada 

Daerah Irigasi yang 

Luasnya 1000 Ha - 

3000 Ha dan Daerah 

Irigasi Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

    
 

 
29,816,901,001 

Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi 

Primer dan 

Sekunder pada 

Daerah Irigasi 

yang Luasnya 

1000 Ha - 3000 

Ha dan Daerah 

Irigasi Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

    
 

 
29,816,901,001 

 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
03 

 
 
 

 
02 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
02 

 
 
 

 
01 

 
 

 

Penyusunan Rencana 

Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan 

Rawa 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Rencana 

Teknis dan 

Dokumen 

Lingkungan 

Hidup untuk 

Konstruksi 

Irigasi dan 

Rawa yang 

Tersusun 

 
 
 
 

1 Dokumen 

  
 

Penyusunan 

Rencana Teknis dan 

Dokumen 

Lingkungan Hidup 

untuk Konstruksi 

Irigasi dan Rawa 

 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Rencana 

Teknis dan 

Dokumen 

Lingkungan 

Hidup untuk 

Konstruksi 

Irigasi dan Rawa 

yang Tersusun 

 
 
 

1 

Dokumen 

  

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

02 

 

08 

 

Peningkatan Jaringan 
Irigasi Permukaan 

 
Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Jaringan 

Irigasi 

Permukaan 

yang 

Ditingkatkan 

 

190 Ha 

 

10,708,540,000 

 
Peningkatan 

Jaringan Irigasi 

Permukaan 

 

Provinsi 
Maluku 

Panjang 

Jaringan Irigasi 

Permukaan yang 

Ditingkatkan 

 

190 Ha 

 

10,708,540,000 

 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

02 

 

14 

 

Rehabilitasi Jaringan 
Irigasi Permukaan 

 
Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Jaringan 

Irigasi 

Permukaan 

yang 

Direhabilitasi 

 

1.130 M 

 

19,108,361,001 

 
Rehabilitasi 

Jaringan Irigasi 

Permukaan 

 

Provinsi 
Maluku 

Panjang 

Jaringan Irigasi 

Permukaan yang 

Direhabilitasi 

 

1.130 M 

 

19,108,361,001 

 



 
 

 

 

30 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
02 

 

 
1 

 

 
02 

 

 
21 

 

Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan 

 

Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Jaringan 

Irigasi 

Permukaan 

yang 

Dioperasikan 

dan 

Dipelihara 

 

 
8 D.I 

  

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi 

Permukaan 

 

 
Provinsi 
Maluku 

Panjang Jaringan 

Irigasi 

Permukaan yang 

Dioperasikan dan 

Dipelihara 

 

 
8 D.I 

  

 

 
1 

 

 
03 

 

 
03 

    
PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PENYEDIAAN 

AIR MINUM 

    

 
4,171,420,640 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

    

 
4,171,420,640 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
03 

 

 
1 

 

 
01 

  
Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

Lintas 

Kabupaten/Kota 

    

 
4,171,420,640 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

Lintas 

Kabupaten/Kota 

    

 
4,171,420,640 

 

1 03 03 1 01 03 
Pembangunan Baru 

SPAM Jaringan 

Perpipaan 

Provinsi 

Maluku 

 
2745 KK 4,171,420,640 

Pembangunan Baru 

SPAM Jaringan 

Perpipaan 

Provinsi 
Maluku 

 
2745 KK 4,171,420,640 

 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

04 

    

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DAN 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

REGIONAL 

    
 

200,000,000 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DAN 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

REGIONAL 

    
 

200,000,000 

 

 
1 

 
03 

 
04 

 
1 

 
01 

 
Pengembangan 

Sistem dan 

Pengelolaan 

Persampahan 

Regional 

    
200,000,000 

Pengembangan 

Sistem dan 

Pengelolaan 

Persampahan 

Regional 

    
200,000,000 

 



 
 

 

 

31 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

04 

 
 

1 

 
 

01 

 
 

07 

 

 
Fasilitasi Kerja Sama 

Persampahan Lintas 

Kabupaten/Kota 

 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Dokumen 

Kerja Sama 

Persampaha

n Lintas 

Kabupaten/K

ota 

 
 

1 Dokumen 

 
 

200,000,000 

 

Fasilitasi Kerja 

Sama Persampahan 

Lintas 

Kabupaten/Kota 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Dokumen Kerja 

Sama 

Persampahan 

Lintas 

Kabupaten/Kota 

 

 
1 

Dokumen 

 
 

200,000,000 

 

 

1 

 

03 

 

06 

   
PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE 

    

3,265,370,300 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

DRAINASE 

    

3,265,370,300 

 

 
 

 
1 

 
 

 
03 

 
 

 
06 

 
 

 
1 

 
 

 
01 

  
Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung 

dengan Sungai Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Kawasan Strategis 

Provinsi 

    
 

 
3,265,370,300 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Drainase 

yang Terhubung 

Langsung dengan 

Sungai Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dan 

Kawasan 

Strategis Provinsi 

    
 

 
3,265,370,300 

 

 

1 

 

03 

 

06 

 

1 

 

01 

 

04 

 

Penyediaan Sistem 
Drainase Perkotaan 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Sistem 

Drainase 

Perkotaan 

yang 

Disediakan 

 

11 Unit 

 

3,265,370,300 

 
Penyediaan Sistem 

Drainase Perkotaan 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Sistem 

Drainase 

Perkotaan yang 

Disediakan 

 

11 Unit 

 

3,265,370,300 

 

 
1 

 
03 

 
07 

   
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERMUKIMAN 

    
18,311,137,600 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERMUKIMAN 

    
18,311,137,600 

 

 

1 

 

03 

 

07 

 

1 

 

01 

 
Penyelenggaraan 

Infrastruktur pada 

Permukiman di 

Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi 

    

18,311,137,600 

Penyelenggaraan 

Infrastruktur 

pada 

Permukiman di 

Kawasan 

Strategis Daerah 

    

18,311,137,600 

 



 
 

 

 

32 

Provinsi 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
03 

 
 
 
 

 
07 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 

 
01 

 
 
 

 
Pembangunan dan 

Pengembangan 

Infrastruktur Kawasan 

Permukiman di Kawasan 

Strategis Daerah 

Provinsi 

 
 
 
 

Provinsi 

Maluku 

 

Jumlah 

Sistem 

Jaringan 

Prasarana 

dan Sarana 

Permukiman 

yang 

Dibangun 

dan 

Dikembangk

an di 

Kawasan 

Strategis 

Daerah 

Provinsi 

 
 
 
 

28 sistem 

jaringan 

 
 
 
 

 
18,311,137,600 

 
 

 
Pembangunan dan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Kawasan 

Permukiman di 

Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi 

 
 
 
 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah Sistem 

Jaringan 

Prasarana dan 

Sarana 

Permukiman 

yang Dibangun 

dan     

Dikembangkan di 

Kawasan 

Strategis Daerah 

Provinsi 

 
 
 
 

28 sistem 

jaringan 

 
 
 
 

 
18,311,137,600 

 

1 03 08 
   PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG 

   
14,923,660,720 

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN 

GEDUNG 

   
14,923,660,720 

 

 

1 

 

03 

 

08 

 

1 

 

01 

 Penetapan dan 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan 

Strategis Daerah 

Provinsi 

    

14,923,660,720 

Penetapan dan 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

untuk 

Kepentingan 

Strategis Daerah 
Provinsi 

    

14,923,660,720 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
08 

 

 
1 

 

 
01 

 

 
01 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan dan 

Pemanfaatan Bangunan 

Gedung untuk 

Kepentingan Strategis 

Daerah Provinsi 

 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Gedung 

untuk 

Kepentingan 

Strategis 

Daerah 

Provinsi 

 
 

15 Unit 

 

 
7,645,227,520 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan dan 

Pemanfaatan 

Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan 

Strategis Daerah 

Provinsi 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Gedung 

untuk 

Kepentingan 

Strategis Daerah 

Provinsi 

 
 

15 Unit 

 

 
7,645,227,520 

 



 
 

 

 

33 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

08 

 
 

1 

 
 

01 

 
 

02 

 

Rehabilitasi, Renovasi 

dan Ubahsuai Bangunan 

Gedung untuk 

Kepentingan Strategis 

Daerah Provinsi 

 

 
Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Bangunan 

Gedung 

Yang 

direhab, 

Renovasi dan 

ubahsuai 

 
 

21 Unit 

 
 

7,278,433,200 

 
Rehabilitasi, 

Renovasi dan 

Ubahsuai Bangunan 

Gedung untuk 

Kepentingan 

Strategis Daerah 

Provinsi 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Bangunan 

Gedung Yang 

direhab, 

Renovasi dan 

ubahsuai 

 
 

21 Unit 

 
 

7,278,433,200 

 

 
1 

 
03 

 
09 

   PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA 

    
11,300,489,440 

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNY

A 

    
11,300,489,440 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
09 

 

 
1 

 

 
01 

 
Penyelenggaraan 

Penataan Bangunan 

dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi dan 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

    

 
11,300,489,440 

Penyelenggaraan 

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kawasan 

Strategis Daerah 

Provinsi dan 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

    

 
11,300,489,440 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan 

Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 

 
 
 
 
 

 
Provinsi 

Maluku 

 

 
Jumlah 

Rencana, 

Kebijakan, 

Strategi dan 

Teknis 

Sistem 

Penataan 

Bangunan 

dan 

Lingkungan 

di Kawasan 

Strategis 

Daerah 

Provinsi dan 

Lintas 

Daerah 

Kabupaten/K

ota yang 

 
 
 
 
 
 

2 Dokumen 

 
 
 
 
 
 

1,069,034,400 

 
 
 

 
Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

Sistem Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi dan 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
 
 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

 
Jumlah 

Rencana, 

Kebijakan, 

Strategi dan 

Teknis Sistem 

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kawasan 

Strategis Daerah 

Provinsi dan 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang Disusun 

 
 
 
 
 

 
2 

Dokumen 

 
 
 
 
 
 

1,069,034,400 

 



 
 

 

 

34 

Disusun 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 

 
Supervisi 

Penataan/Pemeliharaan 

Bangunan dan 

Lingkungan 

 
 
 
 
 
 

 
Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Supervisi 

Penataan/Pe

melihar aan 

Bangunan 

dan 

Lingkungan 

di Kawasan 

Cagar 

Budaya dan 

Tradisional 

Bersejarah, 

Kawasan 

Pariwisata, 

Kawasan 

Sistem 

Perkotaan 

Nasional dan 

Kawasan 

Strategis 

Lainnya 

 
 
 
 
 
 
 

1 Dokumen 

  
 
 
 
 
 

 
Supervisi 

Penataan/Pemelihar

aan Bangunan dan 

Lingkungan 

 
 
 
 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

 
Jumlah Supervisi 

Penataan/Pemeli 

haraan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kawasan Cagar 

Budaya dan 

Tradisional 

Bersejarah, 

Kawasan 

Pariwisata, 

Kawasan Sistem 

Perkotaan 

Nasional dan 

Kawasan 

Strategis Lainnya 

 
 
 
 
 
 

 
1 

Dokumen 

  



 
 

 

 

35 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
03 

 
 
 
 
 
 

 
09 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 

 
03 

 
 
 
 
 
 
 

Penataan Bangunan dan 
Lingkungan 

 
 
 
 
 
 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Penataan 

Bangunan 

dan 

Lingkungan 

di Kawasan 

Cagar 

Budaya dan 

Tradisional 

Bersejarah, 

Kawasan 

Pariwisata, 

Kawasan 

Sistem 

Perkotaan 

Nasional dan 

Kawasan 

Strategis 

Lainnya 

 
 
 
 
 
 
 

58 Unit 

 
 
 
 
 
 

 
10,231,455,040 

 
 
 
 
 
 

Penataan Bangunan 

dan Lingkungan 

 
 
 
 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

 
Jumlah 

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kawasan Cagar 

Budaya dan 

Tradisional 

Bersejarah, 

Kawasan 

Pariwisata, 

Kawasan Sistem 

Perkotaan 

Nasional dan 

Kawasan 

Strategis Lainnya 

 
 
 
 
 
 
 

58 Unit 

 
 
 
 
 
 

 
10,231,455,040 

 

 
 
 
1 

 
 
 

03 

 
 
 

09 

 
 
 
1 

 
 
 

01 

 
 
 

07 

 
 

Monitoring 

Penataan/Pemeliharaan 

Bangunan dan 

Lingkungan 

 
 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Dokumen 

Monitoring 

Penataan/Pe

melihar aan 

Bangunan 

dan 

Lingkungan 

 
 

 
1 Dokumen 

  

 
Monitoring 

Penataan/Pemelihar

aan Bangunan dan 

Lingkungan 

 
 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Dokumen 

Monitoring 

Penataan/Pemeli 

haraan 

Bangunan dan 

Lingkungan 

 
 

1 

Dokumen 

  

 
1 

 
03 

 
10 

   
ROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN 

    
84,173,074,500 

ROGRAM 

PENYELENGGARA

AN JALAN 

    
84,173,074,500 

 

1 03 10 1 01 
 

Penyelenggaraan 
Jalan Provinsi 

   
84,173,074,500 

Penyelenggaraan 

Jalan Provinsi 

   
84,173,074,500 

 



 
 

 

 

36 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 

 
Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan 

Jalan serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan 

 
 
 
 

 
Provinsi 

Maluku 

 

 
Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pelaksanaan 

Advis dan 

Layanan 

Teknis, 

Kajian 

Kebijakan, 

Bantuan 

Teknis, 

Bimbingan 

Teknis, 

Pengelolaan 

Pengendalian 

 
 
 
 
 

7 Dokumen 

 
 
 
 
 

2,986,324,800 

 
 
 

Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi 

Pengembangan 

Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan 

 
 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Pelaksanaan 

Advis dan 

Layanan Teknis, 

Kajian 

Kebijakan, 

Bantuan Teknis, 

Bimbingan 

Teknis, 

Pengelolaan 

Pengendalian 

 
 
 
 

 
7 

Dokumen 

 
 
 
 
 

2,986,324,800 

 

1 03 10 1 01 05 Pembangunan Jalan 
Provinsi 

Maluku 

Panjang Jalan 

yang 

Dibangun 

3,34 KM 8,370,748,500 Pembangunan Jalan Provinsi 
Maluku 

Panjang Jalan 

yang Dibangun 
3,34 KM 8,370,748,500 

 

1 03 10 1 01 08 Rekonstruksi Jalan 
Provinsi 

Maluku 

 
8,98 KM 46,513,848,450 Rekonstruksi Jalan Provinsi 

Maluku 

 
8,98 KM 46,513,848,450 

 

1 03 10 1 01 09 Rehabilitasi Jalan 
Provinsi 

Maluku 
g Jalan yang 

Direha 
582,7 M 2,552,538,100 Rehabilitasi Jalan Provinsi 

Maluku 

Jalan yang Direh 582,7 M 2,552,538,100 
 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

10 

 

Pemeliharaan Berkala 
Jalan 

 
Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Jalan yang 

Dilakukan 

Pemeliharaa

n 

Secara 

Berkala 

 

180,28 M 

 

15,007,935,750 

 

Pemeliharaan 
Berkala Jalan 

 

Provinsi 
Maluku 

Panjang Jalan 

yang Dilakukan 

Pemeliharaan 

Secara Berkala 

 

180,28 M 

 

15,007,935,750 

 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

11 

 

Pemeliharaan Rutin 
Jalan 

 
Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Jalan yang 

Dilakukan 

Pemeliharaa

n Secara 

Rutin 

 

226,2 KM 

 

1,070,740,000 

 

Pemeliharaan Rutin 
Jalan 

 

Provinsi 
Maluku 

Panjang Jalan 

yang Dilakukan 

Pemeliharaan 

Secara Rutin 

 

226,2 KM 

 

1,070,740,000 

 

 
1 

 
03 

 
10 

 
1 

 
01 

 
12 

 
Pembangunan Jembatan Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Jembatan 

yang 

 
130 M 

 
313,416,900 

 
Pembangunan 

Jembatan 

 
Provinsi 
Maluku 

Panjang 

Jembatan yang 

Dibangun 

 
130 M 

 
313,416,900 

 



 
 

 

 

37 

Dibangun 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

18 

 

Rehabilitasi Jembatan 

 
Provinsi 

Maluku 

Panjang 

Jembatan 

yang 

Dilakukan 

Rehabilitasi 

 

82 M 

 

6,369,532,800 

 

Rehabilitasi 
Jembatan 

 

Provinsi 
Maluku 

Panjang 

Jembatan yang 

Dilakukan 

Rehabilitasi 

 

82 M 

 

6,369,532,800 

 

 
1 

 
03 

 
10 

 
1 

 
01 

 
22 Pemantauan dan 

Evaluasi 

Penyelenggaraan 

Jalan/Jembatan 

Provinsi 

Maluku 

  

2 Dokumen 

 
987,989,200 Pemantauan dan 

Evaluasi 

Penyelenggaraan 

Jalan/Jembatan 

 

Provinsi 
Maluku 

 
2 

Dokumen 

 
987,989,200 

 

 
1 

 
03 

 
11 

   
PROGRAM 

PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI 

    
665,000,000 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

JASA 

KONSTRUKSI 

    
665,000,000 

 

1 03 11 1 01 
 Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga Ahli 

Konstruksi 

   
95,000,000 

Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga 

Ahli Konstruksi 

   
95,000,000 

 

 
 
 

1 

 
 
 

03 

 
 
 

11 

 
 
 

1 

 
 
 

01 

 
 
 

02 

 
 

Penyiapan 

Instruktur/Asesor/Penyele

nggara Pelatihan 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Instruktur/As

esor/P 

elaksana 

Pelatihan 

Tenaga Kerja 

Konstruksi 

Kualifikasi 

Jabatan Ahli 

 
 
 

25 orang 

  
 

Penyiapan 

Instruktur/Asesor/Pe

nyelenggara 

Pelatihan 

 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Instruktur/Asesor 

/Pelaksana 

Pelatihan Tenaga 

Kerja Konstruksi 

Kualifikasi 

Jabatan Ahli 

 
 
 

25 orang 

  

 
 

1 

 
 

03 

 
 

11 

 
 

1 

 
 

01 

 
 

04 

 

 
Pelaksanaan Pelatihan 

Tenaga Ahli Konstruksi 

 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Tenaga Kerja 

Konstruksi 

Kualifikasi 

Jabatan Ahli 

yang 

Mengikuti 

Pelatihan 

 
 

125 orang 

  

 
Pelaksanaan 

Pelatihan Tenaga 

Ahli Konstruksi 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Tenaga 

Kerja Konstruksi 

Kualifikasi 

Jabatan Ahli 

yang Mengikuti 

Pelatihan 

 
 

125 orang 

  

 
 

1 

 
 

03 

 
 

11 

 
 

1 

 
 

01 

 
 

06 

 

 
Fasilitasi Sertifikasi 

 

 
Provinsi 

Jumlah 

Tenaga Kerja 

Konstruksi 

 
 

125 orang 

 
 

95,000,000 

 

 
Fasilitasi Sertifikasi 

 
 

Provinsi 

Jumlah Tenaga 

Kerja Konstruksi 

Kualifikasi 

 
 

125 orang 

 
 

95,000,000 

 



 
 

 

 

38 

Tenaga Ahli Konstruksi Maluku Kualifikasi 

Jabatan Ahli 

yang 

Tersertifikasi 

Tenaga Ahli 

Konstruksi 

Maluku Jabatan Ahli 

yang  

Tersertifikasi 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

11 

 
 

1 

 
 

01 

 
 

07 

 

 
Pembinaan dan 

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Konstruksi 

 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Peserta yang 

Mengikuti 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaa

n Konstruksi 

 
 

165 Orang 

  

Pembinaan dan 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Konstruksi 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Konstruksi 

 
 

165 Orang 

  

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

02 

 
Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi 

(SIPJAKI) Cakupan 

Daerah Provinsi 

    

133,000,000 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi 

(SIPJAKI) 

Cakupan Daerah 

Provinsi 

    

133,000,000 

 

 
 

1 

 
 

03 

 
 

11 

 
 

1 

 
 

02 

 
 

01 

 

 
Pengelolaan Operasional 

Layanan Informasi Jasa 

Konstruksi 

 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Penyelengga

raan 

Dukungan 

Manajemen 

Sistem 

Informasi 

Jasa 

Konstruksi 

 
 

1 Laporan 

 
 

133,000,000 

 

Pengelolaan 

Operasional Layanan 

Informasi Jasa 

Konstruksi 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Dukungan 

Manajemen 

Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi 

 
 

1 Laporan 

 
 

133,000,000 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
11 

 

 
1 

 

 
02 

 

 
03 

 
Penyelenggaraan 

Pelatihan untuk 

Peningkatan Kapasitas 

Administrator SIPJAK 

 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Pengelolaan 

SIPJAKI 

 
 

24 orang 

  
Penyelenggaraan 

Pelatihan untuk 

Peningkatan 

Kapasitas 

Administrator 

SIPJAK 

 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Pembinaan 

Pengelolaan 

SIPJAKI 

 
 

24 orang 

  

 
1 

 
03 

 
11 

 
1 

 
03 

 
Kebijakan Khusus 

terhadap 

Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi 

    
437,000,000 

Kebijakan Khusus 

terhadap 

Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi 

    
437,000,000 

 



 
 

 

 

39 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

02 

 
 
 

Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib Usaha, 

Tertib Pengelenggaraan, 

dan Tertib Pemanfaatan 

Jasa Konstruksi pada 

APBD Provinsi 

 
 
 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Pengawasan 

dan Evaluasi 

Tertib 

Usaha, 

Tertib 

Penyelenggar

aan, dan 

Tertib 

Pemanfaatan 

Jasa 

Konstruksi 

pada APBD 

Provinsi 

 
 
 
 

1 Laporan 

 
 
 
 

437,000,000 

 
 
 

Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib 

Usaha, Tertib 

Pengelenggaraan, 

dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi pada 

APBD Provinsi 

 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan, 

dan Tertib 

Pemanfaatan 

Jasa Konstruksi 

pada APBD 

Provinsi 

 
 
 
 

1 Laporan 

 
 
 
 

437,000,000 

 

 

1 

 

03 

 

12 

   
PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

    
641,574,053 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN PENATAAN 

RUANG 

    
641,574,053 

 

 
1 

 
03 

 
12 

 
1 

 
01 

 Penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

dan Rencana Rinci 

Tata Ruang Provinsi 

    
467,879,474 

Penetapan 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

dan Rencana 

Rinci Tata Ruang 

Provinsi 

    
467,879,474 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

Pelaksanaan Persetujuan 

Substansi, Evaluasi dan 

Penetapan RTRW 

Provinsi 

 
 
 
 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Laporan 

Pengawasan 

dan Evaluasi 

Tertib 

Usaha, 

Tertib 

Penyelenggar

aan, dan 

Tertib 

Pemanfaatan 

Jasa 

Konstruksi 

pada APBD 

Provinsi 

 
 
 
 

1 Dokumen 

 
 
 
 

425,359,277 

 
 
 

Pelaksanaan 

Persetujuan 

Substansi, Evaluasi 

dan Penetapan 

RTRW Provinsi 

 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Laporan 

Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan, 

dan Tertib 

Pemanfaatan 

Jasa Konstruksi 

pada APBD 

Provinsi 

 
 
 
 
1 

Dokumen 

 
 
 
 

425,359,277 

 



 
 

 

 

40 

 
 
 

1 

 
 
 

03 

 
 
 

12 

 
 
 

1 

 
 
 

01 

 
 
 

02 

 
 
 

Pelaksanaan Persetujuan 

Substansi, Evaluasi dan 

Penetapan RRTR 

Provinsi 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Dokumen 

Pelaksanaan 

Persetujuan 

Substansi, 

Evaluasi dan 

Penetapan 

RRTR 

Provinsi 

 
 
 

1 Dokumen 

  
 

Pelaksanaan 

Persetujuan 

Substansi, Evaluasi 

dan Penetapan 

RRTR Provinsi 

 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Dokumen 

Pelaksanaan 

Persetujuan 

Substansi, 

Evaluasi dan 

Penetapan RRTR 

Provinsi 

 
 
 
1 

Dokumen 

  

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
03 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
04 

 
 

 

Sosialisasi Kebijakan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan Bidang 

Penataan Ruang 

 
 
 

Provinsi 

Maluku 

 
Jumlah 

Dokumen 

Sosialisasi 

Kebijakan 

dan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

Bidang 

Penataan 

Ruang 

 
 
 
 

5 Dokumen 

 
 
 

 
42,520,197 

 
 

 

Sosialisasi Kebijakan 

dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Bidang Penataan 

Ruang 

 
 
 
 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah 

Dokumen 

Sosialisasi 

Kebijakan dan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

Bidang Penataan 

Ruang 

 
 
 

5 

Dokumen 

 
 
 

 
42,520,197 

 

 
1 

 
03 

 
12 

 
1 

 
04 

 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfataan Ruang 

Daerah Provinsi 

    
173,694,579 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfataan 

Ruang Daerah 

Provinsi 

    
173,694,579 

 

 

 
1 

 

 
03 

 

 
12 

 

 
1 

 

 
04 

 

 
02 

 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penertiban 

dan Penegakan Hukum 

Bidang Penataan Ruang 

 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah Data 

dan 

Informasi 

yang 

Dihasilkan 

dari Sistem 

Informasi 

Penataan 

Ruang 

 

 
4 Dokumen 

 

 
59,999,712 

 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penertiban dan 

Penegakan Hukum 

Bidang Penataan 

Ruang 

 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah Data dan 

Informasi yang 

Dihasilkan dari 

Sistem Informasi 

Penataan Ruang 

 

4 

Dokumen 

 

 
59,999,712 

 

1 03 12 1 04 02 
Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

Provinsi 

Maluku 

  
113,694,867 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

Provinsi 
Maluku 

  
113,694,867 

 



 
 

 

 

41 

 
5 

 
00 

    
UNSUR PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

    
22,381,141,805 UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

    
22,381,141,805 

 

5 02     KEUANGAN    22,381,141,805 KEUANGAN    22,381,141,805  

 

5 

 

02 

 

01 

   
PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

    

22,381,141,805 
PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROVINSI 

    

22,381,141,805 

 

5 02 02 1 02 
 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

   
22,381,141,805 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

   
22,381,141,805 

 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1 

 

02 

 

01 

 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 
Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Orang yang 

Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN 

 

226 ASN 

 

22,381,141,805 

 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

 

Provinsi 
Maluku 

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN 

 

226 ASN 

 

22,381,141,805 

 

 
5 

 
02 

 
03 

   
PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH 

    
137,577,000 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH 

    
137,577,000 

 

5 02 03 1 01 
 

Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

   
137,577,000 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

   
137,577,000 

 

 
5 

 
02 

 
03 

 
1 

 
01 

 
01 

 
Penyusunan Standar 

Harga 

Provinsi 

Maluku 

Jumlah 

Standar 

Harga yang 

Disusun 

 
2 Dokumen 

 
137,577,000 

 
Penyusunan Standar 

Harga 

 
Provinsi 
Maluku 

Jumlah Standar 

Harga yang 

Disusun 

2 

Dokumen 

 
137,577,000 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 

diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan 

daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan 

jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan 

tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). 

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 

7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD 

membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman 

kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme 

perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin 

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan 

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan 

daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan 
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konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola 

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana 

Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu 

indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses 

perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, 

proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak 

dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekpanisme 

Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan 

jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan 

diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD aturan tersebut tercantum dalam 

Perrmendagri 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan 

teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong 

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa 

kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan 

seperti kebanyakan usulan selama ini. 

 

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Maluku 

Berdasarkan dokumen RPJMD Maluku 2019-2024, visi Kepala 

Daerah (KDH) adalah: “Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan 

Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan 

Kepulauan”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) 

Misi Pembangunan yaitu : 

1. Birokrasi yang akomodatif, Komunikatif, Koordinatif, 
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Kolaboratif, serta bersih dan melayani 

2. Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan gratis berbasis 

gugus pulau 

3. Industrialisasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia 

(SDM) 

4. Pengembangan infrastruktur untuk konektivitas gugus pulau 

5. Optimalisasi Industri Pertanian dan Perikanan 

6. Keamanan untuk investasi dan pariwisata 

7. Pengembangan pemuda kreatif dan olahraga berprestasi 

8. Pengembangan dan revitalisasi budaya Maluku 

9. Jaminan layanan kesehatan merata berkualitas dan gratis 

Tema pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah 

“Pemantapan Ekonomi yang Inklusif Melalui Peningkatan Produktifitas 

dan Penguatan Sumber Daya Manusia” yang dijabarkan dalam 9 

(sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 

1. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance 

2. Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan 

Kesehatan 

3. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan 

4. Percepatan pengentasan kemiskinan 

5. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan 

ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana 

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang 

merata dan berkualitas 

7. Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata 

8. Pengembangan usaha ekonomi kreatif 

9. Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi Maluku memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator 
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Sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

1 

Mewujudkan tata 

kelola sumber daya 

oragnisasi yang handal 

untuk mendukung 

penyelenggaraan 

pembangunan yang 

efektif, efisien, 

transparan, dan 

akuntabel. 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja organisasi 

Perangkat Daerah. 

Nilai Sakip 

OPD 

2 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana, 

infrastruktur yang 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

kualitas 

Infrastruktur dalam 

mendukung 

Ketahanan Pangan. 

Luas 

fungsional 

Daerah 

Irigasi 

Meningkatnya 

Kualitas sarana dan 

prasarana dalam 

upaya 

penanggulangan 

banjir dan Abrasi. 

Panjang 

DAS  dan 

Pesisir 

Pantai  

yang  

tertangani 

Meningkatnya 

Infrastruktur 

pelayanan dasar 

berkualitas secara 

optimal dan merata 

Persentase 

rumah 

tinggal 

bersanitasi 

Persentase 

penduduk 

berakses air 

minum 

Meningkatnya 

kemantapan jalan 

dan jembatan 

kondisi baik 

Kemantapan 

Jalan Provinsi 

 

Meningkatnya 

pembangunan yang 

berkelanjutan 

sesuai dengan 

struktur dan pola 

ruang 

Ketaatan 

terhadap 

RTRW 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas SDM 

tenaga ahli 

konstruksi yang 

berdaya saing 

Jumlah SDM 

yang 

tersertifikasi 
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3.3. Program dan Kegiatan 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

Provinsi Maluku 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Rencana Tahun 2024 

Catatan 

Penting 

 
Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2025 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif 

 
Sumber 

Dana 

 

Target 

Capaian 

Kinerja 

 

Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif 

1 2 3 3 5 6   8 9 

 

1 
     

 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

   
 

231,295,797,102 
   

 

231,295,797,102 

 

1 

 

03 
    

 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 

   
 

231,295,797,102 
   

 

231,295,797,102 

 

1 

 

03 

 

01 
   

 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

   
 

10,206,861,544 
   

 

10,206,861,544 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

01 
 

 
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

   
 

594,994,990 
   

 

594,994,990 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

01 

 

01 

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 

Provinsi 
Maluku 

 

2 Dokumen 

 

288,745,300 

 

DAU 
 

 

2 
Dokumen 

 

288,745,300 
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1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

01 

 

07 

 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

Provinsi 
Maluku 

 

3 Dokumen 

 

218,949,690 

 

DAU 
 

 

3 
Dokumen 

 

218,949,690 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

01 

 

07 

 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 

 

87,300,000 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

87,300,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

02 
 

 

Administrasii Keuangan Perangkat 
Daerah 

   
 

117,960,000 
   

 

117,960,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

02 

 

03 

 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

 

 

Provinsi 
Maluku 

 
 

117,960,000 

 

DAU 
  

 

117,960,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

03 
 

 

Administarsi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

   
 

98,199,700 
   

 

98,199,700 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

03 

 

06 

 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Laporan 

 

98,199,700 

 

DAU 
 

 

1 Laporan 

 

98,199,700 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

05 
 

 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

   
 

96,643,900 
   

 

96,643,900 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

05 

 

03 

 

Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

 

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 

 

96,643,900 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

96,643,900 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

05 

 

09 

 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

25 Orang 
 

 

DAU 
 

 

25 Orang 
 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 
 

 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 
   

 

948,352,884 
   

 

948,352,884 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

01 

 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 
Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

 

Provinsi 
Maluku 

 

27 Komponen 
Listrik 

 

45,012,500 

 

DAU 
 

 
27 

Komponen 

Listrik 

 

45,012,500 



 
 

 

 

48 

Disediakan 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

01 

 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

5 Komponen 

 

7,094,730 

 

DAU 
 

 

5 
Komponen 

 

7,094,730 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

04 

 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

60 Jenis 

 

23,676,554 

 

DAU 
 

 

60 Jenis 

 

23,676,554 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

04 

 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

30 jenis 

 

49,925,200 

 

DAU 
 

 

30 jenis 

 

49,925,200 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

05 

 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 

Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

12 Dokumen 

 

28,500,000 

 

DAU 
 

 

12 
Dokumen 

 

28,500,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

05 

 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 

Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

5 Dokumen 

 

9,740,000 

 

DAU 
 

 

5 
Dokumen 

 

9,740,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

08 

 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 
 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1.197 Tamu 

 

50,019,000 

 

DAU 
 

 

1.197 
Tamu 

 

50,019,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

09 

 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

 

 

Provinsi 
Maluku 

 

60 Laporan 

 

345,252,000 

 

DAU 
 

 

60 
Laporan 

 

345,252,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

06 

 

11 

 

Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD 

 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 

 

389,132,900 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

389,132,900 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

07 
 

 
Pengaadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

   
 

0 
   

 

0 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

07 

 

05 

 

Pengadaan Mebel 

 

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

15 unit 
 

 

DAU 
 

 

15 unit 
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1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

07 

 

11 

 
Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

 
Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

15 Unit 
 

 

DAU 
 

 

15 Unit 
 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 
 

 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

   
 

7,710,020,000 
   

 

7,710,020,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 

 

02 

 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

 
Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

2 Sambungan 

 

445,200,000 

 

DAU 
 

 

2 
Sambunga

n 

 

445,200,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 

 

02 

 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Sambungan 

 

32,400,000 

 

DAU 
 

 

1 
Sambunga

n 

 

32,400,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 

 

04 

 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

Jumlah tenaga Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

200 Orang 

 

6,826,160,000 

 

DAU 
 

 

200 Orang 

 

6,826,160,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

08 

 

04 

 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

Jumlah tenaga Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

18 Orang 

 

406,260,000 

 

DAU 
 

 

18 Orang 

 

406,260,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 
 

 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

   
 

640,690,070 
   

 

640,690,070 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

01 

 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

 
Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

 

Provinsi 
Maluku 

 

15 Unit Roda 
Empat 

 

128,730,000 

 

DAU 
 

 
15 Unit 

Roda 

Empat 

 

128,730,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

02 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

 

Provinsi 
Maluku 

 

4 Unit Roda 
Empat 

 

49,000,000 

 

DAU 
 

 

4 Unit 
Roda 
Empat 

 

49,000,000 



 
 

 

 

50 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

03 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 

 

Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Perizinannya 

 

Provinsi 
Maluku 

 

4 Unit 

 

50,000,000 

 

DAU 
 

 

4 Unit 

 

50,000,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

06 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

 

Provinsi 
Maluku 

 

20 Unit 

 

24,680,000 

 

DAU 
 

 

20 Unit 

 

24,680,000 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

06 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

 

Provinsi 
Maluku 

 

20 Unit 

 

58,280,070 

 

DAU 
 

 

20 Unit 

 

58,280,070 

 

1 

 

03 

 

01 

 

1 

 

09 

 

10 

 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Gedung 

 

330,000,000 

 

DAU 
 

 

1 Gedung 

 

330,000,000 

 

1 

 

03 

 

02 
   

 

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR (SDA) 

   
 

60,918,489,500 
   

 

60,918,489,500 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

01 
 

 
Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

   
 

31,101,588,499 
   

 

31,101,588,499 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

01 

 

09 

 

Pembangunan Tanggul Sungai 

 

Panjang Tanggul Sungai yang 
Dibangun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1193,07 M 

 

16,861,778,899 

 

DAU 
 

 

1193,07 M 

 

16,861,778,899 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

01 

 

10 

 

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 

 

Panjang Bangunan Perkuatan 
Tebing yang Dibangun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

295 M 

 

170,000,000 

 

DAU 
 

 

295 M 

 

170,000,000 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

01 

 

18 

 

Pembangunan Seawall dan Bangunan 
Pengaman Pantai Lainnya 

 
Panjang Seawall dan Bangunan 

Pengaman Pantai Lainnya yang 

Dibangun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

7873,63 M 

 

14,069,809,600 

 

DAU 
 

 

7873,63 M 

 

14,069,809,600 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

01 

 

61 

 
Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Provinsi 

 
Jumlah Kelembagaan 

Pengelolaan SDA Kewenangan 

Provinsi yang Dibina dan 

Diberdayakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

3 Lembaga 
 

 

DAU 
 

 

3 
Lembaga 

 



 
 

 

 

51 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

01 
 

 

Operasi dan Pemeliharaan Sungai 
 

 

Provinsi 
Maluku 

 

120 Meter 
 

 

DAU 
 

 

120 Meter 
 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

02 
 

Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

   
 

29,816,901,001 
   

 

29,816,901,001 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

02 

 

01 

 
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi 

dan Rawa 

 

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup 

untuk Konstruksi Irigasi dan 

Rawa yang Tersusun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 
 

 

DAU dan 
DAK 

 

 

1 
Dokumen 

 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

02 

 

08 

 

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 

 

Panjang Jaringan Irigasi 
Permukaan yang Ditingkatkan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

190 Ha 

 

10,708,540,000 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

190 Ha 

 

10,708,540,000 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

02 

 

14 

 

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 

 

Panjang Jaringan Irigasi 
Permukaan yang Direhabilitasi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1.130 M 

 

19,108,361,001 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

1.130 M 

 

19,108,361,001 

 

1 

 

03 

 

02 

 

1 

 

02 

 

21 

 

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
Permukaan 

 

Panjang Jaringan Irigasi 
Permukaan yang Dioperasikan 

dan Dipelihara 

 

Provinsi 
Maluku 

 

8 D.I 
 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

8 D.I 
 

 

1 

 

03 

 

03 
   

 
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM 

   
 

4,171,420,640 
   

 

4,171,420,640 

 

1 

 

03 

 

03 

 

1 

 

01 
 

 
Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Lintas Kabupaten/Kota 

   
 

4,171,420,640 
   

 

4,171,420,640 

 

1 

 

03 

 

03 

 

1 

 

01 

 

03 

 

Pembangunan Baru SPAM Jaringan 
Perpipaan 

 

 

Provinsi 
Maluku 

 

2745 KK 

 

4,171,420,640 

 

DAU 
 

 

2745 KK 

 

4,171,420,640 

 

1 

 

03 

 

04 
   

 
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 

DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

REGIONAL 

   
 

200,000,000 
   

 

200,000,000 



 
 

 

 

52 

 

1 

 

03 

 

04 

 

1 

 

01 
 

 

Pengembangan Sistem dan 
Pengelolaan Persampahan Regional 

   
 

200,000,000 
   

 

200,000,000 

 

1 

 

03 

 

04 

 

1 

 

01 

 

07 

 

Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas 
Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Dokumen Kerja Sama 
Persampahan Lintas 

Kabupaten/Kota 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 

 

200,000,000 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

200,000,000 

 

1 

 

03 

 

06 
   

 
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 

   
 

3,265,370,300 
   

 

3,265,370,300 

 

1 

 

03 

 

06 

 

1 

 

01 
 

Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan 

Strategis Provinsi 

   
 

3,265,370,300 
   

 

3,265,370,300 

 

1 

 

03 

 

06 

 

1 

 

01 

 

04 

 

Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan 

 

Jumlah Sistem Drainase 
Perkotaan yang Disediakan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

11 Unit 

 

3,265,370,300 

 

DAU 
 

 

11 Unit 

 

3,265,370,300 

 

1 

 

03 

 

07 
   

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERMUKIMAN 

   
 

18,311,137,600 
   

 

18,311,137,600 

 

1 

 

03 

 

07 

 

1 

 

01 
 

 
Penyelenggaraan Infrastruktur pada 

Permukiman di Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi 

   
 

18,311,137,600 
   

 

18,311,137,600 

 

1 

 

03 

 

07 

 

1 

 

01 

 

01 

 
Pembangunan dan Pengembangan 

Infrastruktur Kawasan Permukiman di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi 

 

Jumlah Sistem Jaringan 

Prasarana dan Sarana 

Permukiman yang Dibangun dan 

Dikembangkan di Kawasan 

Strategis Daerah Provinsi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

28 sistem 
jaringan 

 

18,311,137,600 

 

DAU 
 

 

28 sistem 
jaringan 

 

18,311,137,600 

 

1 

 

03 

 

08 
   

 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 
GEDUNG 

   
 

14,923,660,720 
   

 

14,923,660,720 

 

1 

 

03 

 

08 

 

1 

 

01 
 

 
Penetapan dan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi 

   
 

14,923,660,720 
   

 

14,923,660,720 



 
 

 

 

53 

 

1 

 

03 

 

08 

 

1 

 

01 

 

01 

 
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan 

dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 

 

Jumlah Gedung untuk 
Kepentingan Strategis Daerah 

Provinsi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

15 Unit 

 

7,645,227,520 

 

DAU 
 

 

15 Unit 

 

7,645,227,520 

 

1 

 

03 

 

08 

 

1 

 

01 

 

02 

 
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi 

 

Jumlah Bangunan Gedung Yang 
direhab, Renovasi dan ubahsuai 

 

Provinsi 
Maluku 

 

21 Unit 

 

7,278,433,200 

 

DAU 
 

 

21 Unit 

 

7,278,433,200 

 

1 

 

03 

 

09 
   

 
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA 

   
 

11,300,489,440 
   

 

11,300,489,440 

 

1 

 

03 

 

09 

 

1 

 

01 
 

Penyelenggaraan Penataan Bangunan 

dan Lingkungan di Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

   
 

11,300,489,440 
   

 

11,300,489,440 

 

1 

 

03 

 

09 

 

1 

 

01 

 

01 

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem 

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan 

Strategis Daerah Provinsi dan 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

yang Disusun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

2 Dokumen 

 

1,069,034,400 

 

DAU 
 

 

2 
Dokumen 

 

1,069,034,400 

 

1 

 

03 

 

09 

 

1 

 

01 

 

02 

 

Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan 
dan Lingkungan 

Jumlah Supervisi 

Penataan/Pemeliharaan 

Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Cagar Budaya dan 

Tradisional Bersejarah, Kawasan 

Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan 

Kawasan Strategis 
Lainnya 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 
 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

 

1 

 

03 

 

09 

 

1 

 

01 

 

03 

 

Penataan Bangunan dan Lingkungan 

Jumlah Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Cagar 

Budaya dan Tradisional 

Bersejarah, Kawasan Pariwisata, 

Kawasan Sistem Perkotaan 

Nasional dan Kawasan Strategis 

Lainnya 

 

Provinsi 
Maluku 

 

58 Unit 

 

10,231,455,040 

 

DAU 
 

 

58 Unit 

 

10,231,455,040 



 
 

 

 

54 

 

1 

 

03 

 

09 

 

1 

 

01 

 

07 

 

Monitoring Penataan/Pemeliharaan 
Bangunan dan Lingkungan 

 

Jumlah Dokumen Monitoring 

Penataan/Pemeliharaan 

Bangunan dan Lingkungan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 
 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

 

1 

 

03 

 

10 
   

 

ROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 
   

 

84,173,074,500 
   

 

84,173,074,500 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 
 

 

Penyelenggaraan Jalan Provinsi 
   

 

84,173,074,500 
   

 

84,173,074,500 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

01 

 
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan 

dan Jembatan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Advis dan Layanan 

Teknis, Kajian Kebijakan, 

Bantuan Teknis, Bimbingan 

Teknis, Pengelolaan 

Pengendalian 

 

Provinsi 
Maluku 

 

7 Dokumen 

 

2,986,324,800 

 

DAU dan 
DAK 

 

 

7 
Dokumen 

 

2,986,324,800 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

05 

 

Pembangunan Jalan 

 

Panjang Jalan yang Dibangun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

3,34 KM 

 

8,370,748,500 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

3,34 KM 

 

8,370,748,500 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

08 

 

Rekonstruksi Jalan 
 

 

Provinsi 
Maluku 

 

8,98 KM 

 

46,513,848,450 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

8,98 KM 

 

46,513,848,450 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

09 

 

Rehabilitasi Jalan 

 

Panjang Jalan yang Direhabilitasi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

582,7 M 

 

2,552,538,100 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

582,7 M 

 

2,552,538,100 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

10 

 

Pemeliharaan Berkala Jalan 

 

Panjang Jalan yang Dilakukan 
Pemeliharaan Secara Berkala 

 

Provinsi 
Maluku 

 

180,28 M 

 

15,007,935,750 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

180,28 M 

 

15,007,935,750 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

11 

 

Pemeliharaan Rutin Jalan 

 

Panjang Jalan yang Dilakukan 
Pemeliharaan Secara Rutin 

 

Provinsi 
Maluku 

 

226,2 KM 

 

1,070,740,000 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

226,2 KM 

 

1,070,740,000 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

12 

 

Pembangunan Jembatan 

 

Panjang Jembatan yang 
Dibangun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

130 M 

 

313,416,900 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

130 M 

 

313,416,900 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

18 

 

Rehabilitasi Jembatan 

 

Panjang Jembatan yang 
Dilakukan Rehabilitasi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

82 M 

 

6,369,532,800 

 

DAU dan 
DAK 

 
 

82 M 

 

6,369,532,800 



 
 

 

 

55 

 

1 

 

03 

 

10 

 

1 

 

01 

 

22 

 

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Jalan/Jembatan 

 

 

Provinsi 
Maluku 

 

2 Dokumen 

 

987,989,200 

 

DAU dan 
DAK 

 

 

2 
Dokumen 

 

987,989,200 

 

1 

 

03 

 

11 
   

 

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI 

   
 

665,000,000 
   

 

665,000,000 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

01 
 

 

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 
Ahli Konstruksi 

   
 

95,000,000 
   

 

95,000,000 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

01 

 

02 

 

Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara 
Pelatihan 

 
Jumlah 

Instruktur/Asesor/Pelaksana 

Pelatihan Tenaga Kerja 

Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Ahli 

 

Provinsi 
Maluku 

 

25 orang 
 

 

DAU 
 

 

25 orang 
 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

01 

 

04 

 

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli 
Konstruksi 

 

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan Ahli yang 

Mengikuti Pelatihan 

 

Provinsi 
Maluku 

 

125 orang 
 

 

DAU 
 

 

125 orang 
 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

01 

 

06 

 

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 

 
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan Ahli yang 

Tersertifikasi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

125 orang 

 

95,000,000 

 

DAU 
 

 

125 orang 

 

95,000,000 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

01 

 

07 

 

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Konstruksi 

 
Jumlah Peserta yang Mengikuti 

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Konstruksi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

165 Orang 
 

 

DAU 
 

 

165 Orang 
 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

02 
 

 
Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan 

Daerah Provinsi 

   
 

133,000,000 
   

 

133,000,000 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

02 

 

01 

 

Pengelolaan Operasional Layanan Informasi 
Jasa Konstruksi 

 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Dukungan 

Manajemen Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Laporan 

 

133,000,000 

 

DAU 
 

 

1 Laporan 

 

133,000,000 



 
 

 

 

56 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

02 

 

03 

 
Penyelenggaraan Pelatihan untuk 

Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAK 

 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI 

 

Provinsi 
Maluku 

 

24 orang 
 

 

DAU 
 

 

24 orang 
 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

03 
 

 

Kebijakan Khusus terhadap 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

   
 

437,000,000 
   

 

437,000,000 

 

1 

 

03 

 

11 

 

1 

 

03 

 

02 

 
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, 

Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD 

Provinsi 

Jumlah Laporan Pengawasan 

dan Evaluasi Tertib Usaha, 

Tertib Penyelenggaraan, dan 

Tertib Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi pada APBD Provinsi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Laporan 

 

437,000,000 

 

DAU 
 

 

1 Laporan 

 

437,000,000 

 

1 

 

03 

 

12 
   

 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

   
 

641,574,053 
   

 

641,574,053 

 

1 

 

03 

 

12 

 

1 

 

01 
 

 
Penetapan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Rencana Rinci Tata 

Ruang Provinsi 

   
 

467,879,474 
   

 

467,879,474 

 

1 

 

03 

 

12 

 

1 

 

01 

 

01 

 
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, 

Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi 

Jumlah Laporan Pengawasan 

dan Evaluasi Tertib Usaha, 

Tertib Penyelenggaraan, dan 

Tertib Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi pada APBD Provinsi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 

 

425,359,277 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

425,359,277 

 

1 

 

03 

 

12 

 

1 

 

01 

 

02 

 
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, 

Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi 

 
Jumlah Dokumen Pelaksanaan 

Persetujuan Substansi, Evaluasi 

dan Penetapan RRTR Provinsi 

 

Provinsi 
Maluku 

 

1 Dokumen 
 

 

DAU 
 

 

1 
Dokumen 

 

 

1 

 

03 

 

12 

 

1 

 

01 

 

04 

 

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 

Perundang-Undangan Bidang Penataan 

Ruang 

 
Jumlah Dokumen Sosialisasi 

Kebijakan dan Peraturan 

Perundang- Undangan Bidang 

Penataan Ruang 

 

Provinsi 
Maluku 

 

5 Dokumen 

 

42,520,197 

 

DAU 
 

 

5 
Dokumen 

 

42,520,197 

 

1 

 

03 

 

12 

 

1 

 

04 
 

 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfataan Ruang 

Daerah Provinsi 

   
 

173,694,579 
   

 

173,694,579 



 
 

 

 

57 

 

1 

 

03 

 

12 

 

1 

 

04 

 

02 

 
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan 

Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 

 
Jumlah Data dan Informasi yang 

Dihasilkan dari Sistem Informasi 

Penataan Ruang 

 

Provinsi 
Maluku 

 

4 Dokumen 

 

59,999,712 

 

DAU 
 

 

4 
Dokumen 

 

59,999,712 

 

1 

 

03 

 

12 

 

1 

 

04 

 

02 

 

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 
 

 

Provinsi 
Maluku 

 
 

113,694,867 

 

DAU 
  

 

113,694,867 

 

5 

 

00 
    

 

UNSUR PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

   
 

22,381,141,805 
   

 

22,381,141,805 

 

5 

 

02 
    

 

KEUANGAN 
   

 

22,381,141,805 
   

 

22,381,141,805 

 

5 

 

02 

 

01 
   

 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

   
 

22,381,141,805 
   

 

22,381,141,805 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1 

 

02 
 

 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

   
 

22,381,141,805 
   

 

22,381,141,805 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1 

 

02 

 

01 

 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

 

Provinsi 
Maluku 

 

226 ASN 

 

22,381,141,805 

 

DAU 
 

 

226 ASN 

 

22,381,141,805 

 

5 

 

02 

 

03 
   

 

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

   
 

137,577,000 
   

 

137,577,000 

 

5 

 

02 

 

03 

 

1 

 

01 
 

 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 
   

 

137,577,000 
   

 

137,577,000 

 

5 

 

02 

 

03 

 

1 

 

01 

 

01 

 

Penyusunan Standar Harga 

 

Jumlah Standar Harga yang 
Disusun 

 

Provinsi 
Maluku 

 

2 Dokumen 

 

137,577,000 

 

DAU 
 

 

2 
Dokumen 

 

137,577,000 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG     PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 

 

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah 

sebagai berikut : 

1. Program/Kegiatan Pemerintah yang Mendukung Prioritas Provinsi 

Dalam Pelaksanaan Kegiatan  Mendukung Prioritas Infrastruktur Dasar 

2.4.1 Program Penyelenggaraan Jalan 

2.4.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

3 Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah Daera 

Sedangkan  Program/Kegiatan Lain yang merupakan Prioritas Daerah adalah : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

5. Program Pengembangan Permukiman 

6. Program Penataan Bangunan Gedung 

7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 
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RENCANA KERJA DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 
 
 

Kode PRIORITAS 
BIDANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KELUARAN SUB 

KEGIATAN 

Rencana Tahun 2024 

CATATAN   

PENTING 

PERKIRAAN 

RENCANA TAHUN 

2024 
Lokasi 

Target PAGU PROGRAM 
Kab/Kota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

01      
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

   231,295,797,102  231,295,797,102 

01 03     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 

   231,295,797,102  231,295,797,102 

01 03 01    
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 

   10,206,861,544  10,206,861,544 

01 03 01 1.01   Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
   594,994,990  594,994,990 

01 03 01 1.01 01  Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
PROV 2 Dokumen 288,745,300  288,745,300 

01 03 01 1.01 07  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
PROV 3 Dokumen 218,949,690  218,949,690 

01 03 01 1.01 07  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
PROV 1 Dokumen 87,300,000  87,300,000 
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01 03 01 1.02   Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
   117,960,000  117,960,000 

01 03 01 1.02 03  Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

PROV  117,960,000  117,960,000 

01 03 01 1.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 
   98,199,700  98,199,700 

01 03 01 1.03 06  Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

PROV 1 Laporan 98,199,700  98,199,700 

01 03 01 1.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 
   96,643,900  96,643,900 

01 03 01 1.05 03  Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan 

dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

PROV 1 Dokumen 96,643,900  96,643,900 

01 03 01 1.05 09  Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

PROV 25 Orang    

01 03 01 1.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah    948,352,884  948,352,884 
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01 03 01 1.06 01  Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

PROV 
27 Komponen 

Listrik 
45,012,500  45,012,500 

01 03 01 1.06 01  
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

PROV 
5 Komponen 

Listrik 
7,094,730  7,094,730 

01 03 01 1.06 04  Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 
PROV 60 Jenis 23,676,554  23,676,554 

01 03 01 1.06 04  Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 
PROV 30 Jenis 49,925,200  49,925,200 

01 03 01 1.06 05  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan 

PROV 12 Dokumen 28,500,000  28,500,000 

01 03 01 1.06 05  
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 
Disediakan 

PROV 5 Dokumen 9,740,000  9,740,000 
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01 03 01 1.06 08  Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 
PROV 1.197 Tamu 50,019,000  50,019,000 

01 03 01 1.06 09  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

PROV 60 Laporan 345,252,000  345,252,000 

01 03 01 1.06 11  Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

PROV 1 Dokumen 389,132,900  389,132,900 

01 03 01 1.07   Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
   0  0 

01 03 01 1.07 05  Pengadaan Mebel 
Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
PROV 15 Unit    

01 03 01 1.07 11  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

PROV 15 Unit    

01 03 01 1.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
   7,710,020,000  7,710,020,000 

01 03 01 1.08 02  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah Sambungan Jasa 

Penunjang Perkantoran 
PROV 2 Sambungan 445,200,000  445,200,000 
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01 03 01 1.08 02  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Sambungan Jasa 
Penunjang Perkantoran 

PROV 1 Sambungan 32,400,000  32,400,000 

01 03 01 1.08 04  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Jumlah Tenaga Administrasi 

Perkantoran 
PROV 200 Orang 6,826,160,000  6,826,160,000 

01 03 01 1.08 04  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Jumlah Tenaga Administrasi 

Perkantoran 
PROV 160 Orang 406,260,000  406,260,000 

01 03 01 1.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
   640,690,070  640,690,070 

01 03 01 1.09 01  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya 

PROV 
15 Unit Roda 

Empat 
128,730,000  128,730,000 

01 03 01 1.09 01  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya 

PROV 
4 Unit Roda 

Empat 
49,000,000  49,000,000 

01 03 01 1.09 03  
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 

Jumlah Alat Besar yang 

Dipelihara dan dibayarkan 

perizinannya 

PROV 4 Unit 50,000,000  50,000,000 
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01 03 01 1.09 06  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 
PROV 20 Unit 24,680,000  24,680,000 

01 03 01 1.09 06  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 
PROV 20 Unit 58,280,070  58,280,070 

01 03 01 1.09 09  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

PROV 1 Gedung 330,000,000  330,000,000 

01 03 02    POGRAM PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA AIR (SDA) 
   60,918,489,500  60,918,489,500 

01 03 02 1.01   
Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

   31,101,588,499  31,101,588,499 

01 03 02 1.01 09  Pembangunan Tanggul Sungai 
Panjang Tanggul Sungai yang 

Terbangun 
 1193,07 M 16,861,778,899  16,861,778,899 

01 03 02 1.01 10  Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 
Panjang Bangunan Perkuatan 

Tebing yang Dibangun 
 295 M 170,000,000  170,000,000 

01 03 02 1.01 18  Pembangunan Seawall dan Bangunan 

Pengaman Pantai Lainnya 

Panjang Seawall dan Bangunan 
Pengaman Pantai Lainnya yang 

Dibangun 

 7873,63 M 14,069,809,600  14,069,809,600 
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01 03 02 1.01 61  
Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 
Kewenangan Provinsi 

Jumlah Kelembagaan 
Pengelolaan SDA Kewenangan 

Provinsi yang Dibina dan 

Diberdayakan 

 3 Lembaga    

01 03 02 1.01 65  Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dipelihara  120 M    

01 03 02 1.02   

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan Sekunder pada 

Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-

3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

   29,816,901,001  29,816,901,001 

01 03 02 1.02 01  
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi 

dan Rawa 

Jumlah Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup 

untuk Konstruksi Irigasi dan 

Rawa yang Tersusun 

 1 DOkumen    

01 03 02 1.02 08  Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 
Panjang Jaringan Itigasi 

Permukaan yang Ditingkatkan 
 190 Ha 10,708,540  10,708,540 

01 03 02 1.02 14  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 
Panjang Jaringan Irigasi yang 

Direhab 
 1.130 M 19,108,361,001  19,108,361,001 

01 03 02 1.02 21  Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
Permukaan 

Panjang Jaringan Irigasi Air 

Tanah yang Dioperasikan dan 

Dipelihara 

 8 DI    
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01 03 03    
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM 

   4,171,420,640  4,171,420,640 

01 03 03 1.01   
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di 

Daerah Kabupaten/Kota 

   4,171,420,640  4,171,420,640 

01 03 03 1.01 01  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis SPAM 

Tersedianya Dokumen Rispam 

dan FS Regional 
     

01 03 03 1.01 03  Pembangunan Baru SPAM Jaringan 

Perpipaan 

Kapasitas Pembangunan SPAM 

Regional 
 2745 KK 4,171,420,640  4,171,420,640 

01 03 04    
PROGRAM PENGEMBANGAN 

SISTEM DAN PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN REGIONAL 

   200,000,000  200,000,000 

01 03 04 1.01   Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan Regional 
   200,000,000  200,000,000 

01 03 04 1.01   

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, 
dan Teknis Sistem Pengelolaan 

Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Tersedianya Dokumen Renstra 

Persampahan 
     

01 03 04 1.01 07  Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas 
Kabupaten/Kota 

Jumlah DOkumen Kerjasama 

Persampahan Lintas 

Kabupaten/Kota 

 1 Dokumen 200,000,000  200,000,000 

01 03     
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

DRAINASE 
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Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Air Limbah 
      

      

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Tersedianya Dokumen Renstra 
SPALD 

     

01 03 06    
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

DRAINASE 

   3,265,370,300  3,265,370,300 

01 03 06 1.01   

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase yang Terhubung Langsung 

dengan Sungai Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis 

Provinsi 

   3,265,370,300  3,265,370,300 

01 03 06 1.01 04  Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan 
Jumlah Sistem Drainase 

Perkotaan yang Disediakan 
 11 Unit 3,265,370,300  3,265,370,300 

01 03 07    PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERMUKIMAN 
   18,311,137,600  18,311,137,600 

01 03 07 1.01   
Penyelenggaraan Infrastruktur pada 

Permukiman di Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi 

   18,311,137,600  18,311,137,600 
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01 03 07 1.01 01  
Pembangunan dan Pengembangan 

Infrastruktur Kawasan Permukiman di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi 

Jumlah Sistem Jaringan 

Prasarana dan Sarana 
Permukiman yang Dibangun 

dan Dikembangkan di Kawasan 

Strategis Daerah Provinsi 

 28 Sistem 

Jarimgan 
18,311,137,600  18,311,137,600 

01 03 08    PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 

GEDUNG 
   14,923,660,720  14,923,660,720 

01 03 08 1.01   
Penetapan dan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi 

   14,923,660,720  14,923,660,720 

01 03 08 1.01 01  
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan 

dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 

Jumlah Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah 

Provinsi 

 15 Unit 7,645,227,520  7,645,227,520 

01 03 08 1.01 02  
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan 
Strategis Daerah Provinsi 

Jumlah Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Provinsi yang 
Dilakukan Rehabilitasi, 

Renovasi dan Ubahsuai 

 24 Unit 7,278,433,200  7,278,433,200 

01 03 09    PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 

DAN LINGKUNGANNYA 
   11,300,489,440  11,300,489,440 
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01 03 09 1.01   

Penyelenggaraan Penataan Bangunan 

dan Lingkungan di Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

   11,300,489,440  11,300,489,440 

01 03 09 1.01 01  

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 
dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis Sistem 

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan 
Strategis Daerah Provinsi dan 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

yang Disusun 

 2 Dokumen 1,069,034,400  1,069,034,400 

01 03 09 1.01 02  Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan 

dan Lingkungan 

Jumlah Supervisi 

Penataan/Pemeliharaan 

Bangunan dan Lingkungan di 
Kawasan Cagar Budaya dan 

Tradisional Bersejarah, 

Kawasan Pariwisata, Kawasan 
Sistem Perkotaan Nasional dan 

Kawasan Strategis Lainnya 

 1 Dokumen    

01 03 09 1.01 03  Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Bangunan yang ditata  58 Unit 10,231,455,040  10,231,455,040 
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01 03 09 1.01 07  Monitoring Penataan/Pemeliharaan 
Bangunan dan Lingkungan 

Jumlah Dokumen Monitoring 

Penataan/Pemeliharaan 

Bangunan dan Lingkungan 

 1 Dokumen    

01 03 10    PROGRAM PENYELENGGARAAN 

JALAN 
   84,173,074,500  84,173,074,500 

01 03 10 1.01   Penyelenggaraan Jalan Provinsi    84,173,074,500  84,173,074,500 

01 03 10 1.01 01  

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan serta 
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan 

dan Jembatan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Advis dan 

Layanan Teknis, Kajian 
Kebijakan, Bantuan Teknis, 

Bimbingan Teknis, Pengelolaan 

Pengendalian 

 7 Dokumen 2,986,324,800  2,986,324,800 

01 03 10 1.01 05  Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun  3,34  KM 8,370,748,500  8,370,748,500 

01 03 10 1.01 08  Rekonstruksi Jalan 
Panjang Jalan yang Dilakukan 

Rekonstruksi Jalan 
 8,98 KM 46,513,848,450  46,513,848,450 

01 03 10 1.01 09  Rehabilitasi Jalan 
Panjang Jalan yang 

Direhabilitasi 
 582,7 M 2,552,538,100  2,552,538,100 

01 03 10 1.01 10  Pemeliharaan Berkala Jalan 
Panjang Jalan yang Dilakukan 

Pemeliharaan Secara Berkala 
 180,28 M 15,007,935,750  15,007,935,750 
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01 03 10 1.01 11  Pemeliharaan Rutin Jalan 
Panjang Jalan yang Dilakukan 

Pemeliharaan Secara Rutin 
 226,2 KM 1,070,740,000  1,070,740,000 

01 03 10 1.01 12  Pembangunan Jembatan 
Panjang Jembatan yang 

Dibangun 
 130 M 313,416,900  313,416,900 

01 03 10 1.01 18  Rehabilitasi Jembatan 
Panjang Jembatan yang 

Dilakukan Rehabilitasi 
 82 M 6,369,532,800  6,369,532,800 

01 03 10 1.01 22  Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Jalan/Jembatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan 

Jalan/Jembatan 

 2 Dokumen 987,989,200  987,989,200 

01 03 11    PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI 
   665,000,000  665,000,000 

01 03 11 1.01   Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli 

Konstruksi 
   665,000,000  665,000,000 

01 03 11 1.01 02  Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara 
Pelatihan 

Jumlah Instruktur/Asesor 

/Pelaksana Pelatihan Tenaga 
Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Ahli 

PROV 25 Orang    

01 03 11 1.01 04  Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli 

Konstruksi 

Jumlah Tenaga Ahli yang 

Kompeten 
PROV 125 Orang    
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01 03 11 1.01 06  Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 
Tenaga Ahli Konstruksi yang 

tersertifikasi 
PROV 125 Orang 95,000,000  95,000,000 

01 03 11 1.01 07  Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Konstruksi 

Jumlah Peserta yang Mengikuti 
meningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Konstruksi 

PROV 165 Orang    

01 03 11 1.02   
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah 

Provinsi 

   133,000,000  133,000,000 

01 03 11 1.02 01  Pengelolaan Operasional Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Dukungan 

Manajemen Sistem Informasi 
Jasa Konstruksi 

PROV 1 Laporan 133,000,000  133,000,000 

01 03 11 1.02 03  
Penyelenggaraan Pelatihan untuk 

Peningkatan Kapasitas Administrator 
SIPJAKI 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Pengelolaan 
SIPJAKI 

PROV 24 Orang    

01 03 11 1.03   Kebijakan Khusus Terhadap 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
   437,000,000  437,000,000 
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01 03 11 1.03 03  

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, 

Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Pengawasan 
dan Evaluasi Tertib Usaha, 

Tertib Penyelenggaraan, dan 

Tertib Pemanfaatan Jasa 
Konstruksi pada APBD 

Provinsi 

PROV 1 Laporan 437,000,000  437,000,000 

01 03 12    PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 
   641,574,053  641,574,053 

01 03 12 1.01   Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah 

dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 
   467,879,474  467,879,474 

01 03 12 1.01 01  Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi 
dan Penetapan RTRW Provinsi 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan 

Persetujuan Substansi, Evaluasi 

dan Penetapan RRTR Provinsi 

PROV 1 Dokumen 425,359,277  425,359,277 

01 03 12 1.01 02  
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi 

dan Penetapan RRTR Provinsi 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan 

Persetujuan Substansi, Evaluasi 
dan Penetapan RRTR Provinsi 

PROV 1 Dokumen    

01 03 12 1.01 04  
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 

PerundangUndangan Bidang Penataan 

Ruang 

Jumlah Dokumen Sosialisasi 

Kebijakan dan Peraturan 

PerundangUndangan Bidang 

Penataan Ruang 

PROV 5 Dokumen 42,520,197  42,520,197 
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01 03 12 1.04   
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfataan Ruang 

Daerah Provinsi 

   173,694,579  173,694,579 

01 03 12 1.04 02  Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan 

Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 

Jumlah Dokumen Koordinasi 

dan Sinkronisasi Penertiban dan 

Penegakan Hukum Bidang 
Penataan Ruang 

PROV 1 Dokumen 59,999,712  59,999,712 

01 03 12 1.04 04  Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 
Jumlah Dokumen Koordinasi 
Pelaksanaan Penataan Ruang 

PROV 1 Dokumen 113,694,867  113,694,867 

5      UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
   22,381,141,805  22,381,141,805 

5 02     KEUANGAN    22,381,141,805  22,381,141,805 

5 02 01    
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

OEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 

   22,381,141,805  22,381,141,805 

5 02 02 1.02   Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
   22,381,141,805  22,381,141,805 
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5 02 02 1.02 02  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah Orang yang menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 
PROV 226 ASN 22,381,141,805  22,381,141,805 

5 02 03    
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

OEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 

   137,577,000  137,577,000 

5 02 03 1.01   Pengelolaan Barang Milik Daerah    137,577,000  137,577,000 

5 02 02 1.01 01  Penyusunan Standar Harga 
Jumlah Standar Harga yang 

Disusun 
PROV 2 Dokumen 137,577,000  137,577,000 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Maluku ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang 

tercapainya Visi dan Misi Provinsi Maluku serta target dan Sasaran Pembangunan 

yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024. Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu 

Indikatif didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku 

ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

dalam rangka pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Maluku Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang 

merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih 

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, disamping  juga menjadi 

bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang lalu. 

Besar harapan kami adanya pengalokasian anggaran yang cukup sehingga 

target yang sudah ditetapkan dalam dokumen-dokumen rencana dapat terealisasi 

dengan maksimal sehingga dampak dan pembangunan tersebut bisa dirasakan 

langsung oleh setiap lapisan masyarakat. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 


